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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 

059.a/HK.01.01/K.ST-11/08/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 055/HK.01.01/K.ST-

11/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA 

DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 

ABSTRAK : - Untuk mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu 

dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, 

dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dibutuhkan 

pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan 

pasangan calon yang terintegrasi. 

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 

dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.  

- Dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini 

diatur: Penunjukkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat 

Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf 

Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu 

sebagai anggota Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Anggota Tim 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: a. 

Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan 

tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; b. Ketua bertugas 1. 

Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang 

dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan 

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan 

Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 



2024, dan 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang 

dilaksanakan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024 kepada Penanggungjawab; c. Sekretaris 

bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan 

oleh setiap aktifitas tim; d Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, 

dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, 

mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, 

memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, 

mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form-A yang dihasilkan dari 

pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan 

dan analisis hukum serta konsolidasi data dan menyusun publikasi hasil 

pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan 

pengawasan Pencalonan dan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 26 Agustus 

2024. 

- Lamp: 2 Hlm. 

 


